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WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA -

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 4(/  TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA.,

Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah' Kota Salatiga, maka dipandang periu
mengatur tentang  Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kota Qélgtiga;

b. bahwa untuk ' maksud tersebut di atas perlu ditetapkah
dengan Keputué‘an Walikota

Mengingat : 1. Undang- undanﬁ Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan e Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Prdﬁme,l Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Yy

Barat; i

2. Undang-undang ., Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara RI No. 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan, - K_euangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. (Lemb '[ n Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Ta” nb bahan Lembaran Negara Rl Nomor 3848);

»gl‘ F’il i A~

4. Undang- undanb iNomor 43 Tahun 1999 tentahg Perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegéwdlan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999.Nemor 169, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 3890) /(‘




S. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Rl No. 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahuri 2000 tentang
Kewenangan = Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahqn 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI No.3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2001
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

"'BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;

b. Walikota adalah Walikota Salatiga;

c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah
Otocnom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;

e. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seéseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaah tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta berstfat mandiri. (



BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah terdiri dari:
“a. Sekretaris Daerah ;

b. Asisten, terdiri dari :
1. Asisten Tata Praja dan Administrasi

2 Asisten Ekonomi dan Pembangunan

c. Asisten Tata Praja dan Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan
a. Sub Bagian Otonomii Daerah
b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat

2. Bagian Hukum dan COrtala
a. Sub Bagian Peraturan Perundang- -undangan
b. Sub Bagian Dokumnentasi dan Bantuan Hukum
c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

3. Bagian Umum
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

4. Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah
a. Sub Bagian Data dan Admiristrasi
b. Sub Bagian Pengeloiaan Pertanahan
c. Sub Bagian Pengelolaan Non Pertanahan

d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari
1. Bagian Perekonomian
a. Sub Bagian Produksi Daerah
b. Sub Bagian Bina Usaha
c. Sub Bagian Ketahanan Pangan

2. Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
a. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan
b. Sub Bagian Pengendalian
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Bagian Bina Sosial
a. Sub Bagian Kesejahteraan
b. Sub Bagian Agama dan Pendidikan
c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan M
!’



4. Bagian Anggaran
a. Sub Bagian Analisis Anggaran Rutin
b. Sub Bagian Analisis Anggaran Pembangunan
¢. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota

(3) Masing — masing Asisten sebag'aimana tersebut pada ayat (1) butir b Pasal
ini dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah ;

(5) Masing-masing Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) butir ¢ dan d
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten sesuai dengan bidang tugasnya

(6) Setiap Bagian terdiri dari Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian sesuai dengan bidang tugasnya

(7) Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretaris Daerah

Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
menyusun  kebijakan, pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah,
Administrasi Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota.



Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Keputusan ini, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

d.

Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota ;
Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan ;
Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana

Pemerintah Kota ;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Tata Praja dan Administrasi

Pasal 5

Asisten Tata Praja dan Administrasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan
penyusunan petunjuk penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum Organisasi
dan Tata Laksana, Umum dan Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Evaluasi dan
Pelaporan pelaksanaan tugas bagian.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
Keputusan ini, Asisten Tata Praja dan Administrasi mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan
program, dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan ;

Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan
program, dan pemantauan penyelenggaraan produk Hukum dan Ortala;
Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan
program, dan pemantauan penyelenggaraan produk Tata Usaha, Rumah
Tangga Sekretariat Daerah dan Protokoler pimpinan;

Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan
program pemantuan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan daerah ;
Pembinaan evaluasi dan pelaporan tugas bagian;

Pasal 7

Asisten Tata Praja dan Administrasi terdiri dari :

Qaouoo

Bagian Tata Pemerintahan ;
Bagian Hukum dan Ortala ;

Bagian Umum ;
Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah. M
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Pasal 8

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8

Keputusan ini, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
penyusunan program serta petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan ;

b. Penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan ;

Penyiapan bahan  kebijakan  penyelenggaraan dan  pemberdayaan

masyarakat ;

Penyusunan dan pengkajian kewenangan daerah ;

Penyusunan bahan pembinaan pengembangan Otonomi Daerah ;

Penyusunan pertanggungjawaban Walikota ;

Penyusunan kewenangan Walikota di bidang Pemerintahan yang di

limpahkan kepada Camat dan Camat kepada Lurah ;

Penyelenggaraan administrasi Bagian Tata Pemerintahan.

o
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Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Otonomi Daerah

b.  Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan ;
c.  Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Otonorni Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman serta
petunjuk teknis di bidang Otonomi Daerah ;

(2) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas
pokok menyiapkan dan menganalisis bahan kebijakan pembinaan, pedoman
serta petunjuk teknis di bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan ;

(3) Sub Bagian Pemberdayaan Mééjarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman serta
petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 12

Bagian Hukum dan Ortala mempunyai tugas pokok melaksanakan dan
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum,
dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum dan melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Organisasi dan ";?a?
Laksana. A



Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

Keputusan ini, Bagian Hukum dan Ortala mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan produk hukum daerah :

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;

c. Pelaksanaan telaah hukum, dokumentasi hukum dan publikasi produk
hukum ;

d. Penyiapan bahan pertimbangar. dan bantuan hukum

e. Penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan serta Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 14

Bagian Hukum dan Ortala terdiri dari :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undanrgan :
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum :
c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 15

(1)  Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan
dan pedoman serta petunjuk teknis di bidang hukum dan penyusunan
peraturan perundang-undangan daerah :

(2) Sub Bagian dokumentasi dan bantuan hukum mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan
dan pedoman serta petunjuk teknis di bidang dokumentasi hukum,
publikasi dan bantuan hukum :

(3) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan
dan pedoman serta petunjuk  teknis di  bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur negara ;

Pasal 16

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, urusan
rumah tangga dan protokol serta sandi dan telekomunikasi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16

Keputusan ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha rumah tangga Sekretariat Daerah,
Protokol, Sandi dan Telekomunikasi :

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, rumah
tangga Sekretariat Daerah, Sandi Telekomunikasi : ﬁ/

c. Penyelenggaraan administrasi Bagian Umum.



Pasal 18

Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol i
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan tata usaha
pimpinan dan tata usaha umum serta mengendalikan kearsipan Sekretariat
Daerah ;

(2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah yang meliputi
perawatan /pemeliharaan Sekretariat Daerah dan kegiatan protokoler
pimpinan; fR

(3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan penerimaan dan pengiriman sandi telekomunikasi
serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi.

Pasal 20

Bagian Pengelolaan Kekayaan Daél%ah mempunyai tugas pokok melaksanakan
pendataan dan pengelolaan pertanahan dan kekayaan daerah non pertanahan
serta melaksanakan teknis operasional administrasi kekayaan daerah.

L
[

. Pasal 21
e TN &

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20

Keputusan ini, Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan kekayaan daerah non pertanahan yang
meliputi  standarisasi  harga, . perencanaan  kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan, pemeliharaan dan perubahan status hukum :

b. Pengelolaan pertanahan yang meliputi inventarisasi, perubahan status dan
peruntukan/pemanfaatan ; ik

c. Penyelenggaraan administrasi Bagjan Pengelolaan Kekayaan Daerah :

bl

‘Pasal 22

Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah terdiri dari :

a. Sub Bagian Data dan Administrasi ;

b. Sub Bagian Pengelolaan Pertanahan : M
c. Sub Bagian Pengelolaan Non Pertanahan.



Pasal 23

(1) Sub Bagian Data dan Administrasi mempunyai tugas pokok menyiapkan Qan
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman, petunjuk
teknis pengelolaan data dan administrasi ,

(2) Sub Bagian Pengelolaan Pertanahan mempunyai pokok menyiapkan dan
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman, petunjuk
teknis pengelolaan pertanahan ;

(3) Sub Bagian Pengelolaan Non Pertanahan mempunyai pokok menyiapkan dan
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman, petunjuk
teknis pengelolaan kekayaan daerah non pertanahan.

Bagian Ketiga
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 24

Asisten Ekonomi dan Pembangurian mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan penyelenggaraan perekonomian, administrasi pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan, bina sosial dan anggaran.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24

Keputusan ini, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyusunan program
perekonomian daerah ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan
pembangunan ;

c. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
serta pemantauan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang bina
sosial ;

d.  Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring
dan evaluasi penyelenggaraan anggaran ;

e. Pembinaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

a. Bagian Perekonomian ;

b Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan :
o Bagian Bina Sosial ;

d Bagian Anggaran.

Pasal 27 -

Bagian  Perekonomian mempunyai tugas pokok' melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta

memonitor perkembangan di bidang produksi daerah, bina usaha daerah ?ﬂ

ketahanan pangan.




Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27

Keputusan ini, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan  bahan  kebijakan  penyusunan  program dan  teknis
penyelenggaraan perekonomian daerah yang meliputi produksi daerah, bina
usaha daerah dan ketahanan pangan

b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan produksi
daerah, bina usaha daerah ;

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pola
agribisnis dan ketahanan pangan ;

d. Penyelenggaraan administrasi Bagian Perekonomian.

Pasal 29
Bagian Perekonomian terdiri dari :
a. Sub Bagian Produksi Daerah ;
b. Sub Bagian Bina Usaha ;
c. Sub Bagian Ketahanan Pangan.
Pasal 30

(1) Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan |
mengkoordinasikan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan
pembinaan, pengaturan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang produksi
daerah yang meliputi bidang transportasi, koperasi, perdagangan, industri
dan Pedagang Kaki Lima ; ?

(2) Sub Bagian Bina Usaha Daerali mempunyai tugas pokok menyiapkan
mengkoordinasikan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan
oembinaan, pengaturan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan usaha-usaha daerah yang meliputi bidang pertambangan,
energi, lingkungan hidup dan kepariwisataan serta perusahaan daerah,
perbankan, penanaman modal kerja sama dengan pihak ketiga ;

(3) Sub Bagian Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan,
mengkoordinasikan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan
pembinaan, pengaturan, pedoman dan petunjuk teknis koordinasi
pengendalian pelayanan massal, pengembangan kegiatan pola agribisnis
dan ketahanan pangan yang meliputi bidang pertanian, perikanan,
peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 31

Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai
tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan
petunjuk  {eknis pembinaan, pengendalian bantuan dan administrasi
pembangunan serta mengevaluasi dan menyelenggarakan teknis administraa'y'
pembangunan.



Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugss pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31

Keputusan ini, Bagian Administrasi . Pelaksanaan dan Pengendalian

Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis
pelaksanaan pembangunan ;

b. Pengkoordinasian, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pembangunan ;

c. Penyelenggaraan administrasi Bagian Administrasi Pelaksanaan dani
Pengendalian Pembangunan

Pasal 33

Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan ;
~ b. Sub Bagian Pengendalian ;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. -

Pasal 34

(1) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan
petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan ;

(2) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan
petunjuk teknis pengendalian pembangunan ;

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan
bahan dan melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
serta serta menyiapkan bahan penyususnan laporan.

Pasal 35

Bagian Bina Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta
memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan
kesejahteraan, agama dan pendidikan, serta pemberdayaan perempuan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 35

Keputusan ini, Bagian Bina Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis
kegiatan pelayanan kesejahteraan, agama dan pendidikan serta
pemberdayaan perempuan ;

b. Pengkoordinasian, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan
pelayanan kesejahteraan sosial, agama, pendidikan dan pemberdayaan
perempuan ;

c. Penyelenggaraan administrasi Bagian Bina Sosial.



- Pasal 37

Bagian Bina Sosial terdiri dari :

a. Sub Bagian Kesejahteraan ;

b. Sub Bagian Agama dan Pendidikan ;

c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 38

(1) Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan
petunjuk teknis kegiatan pelayanan kesejahteraan ;

(2) Sub Bagian Agama dan Pendidikan mempunyai tugas pokok Menyiapkan
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan
petunjuk teknis kegiatan agama dan pendidikan ; _

(3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan,
pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan perempuan.

Pasal 39

Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok  melaksanakan dan
mengkoordinasikan  penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, membina
menganalisa, membina memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
rutin maupun pembangunan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
Keputusan ini, Bagian Bina Anggaran mempunyai fungsi :

a. Penviapan bahan perumusan, kebijakan pelaksanaan anggaran ;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan analisa kebutuhan anggaran
rutin dan pembangunan

Penyusunan kebijakan teknis di bidarg anggaran |

Pembinaan penyusunan anggaran ;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran ;

Penyelenggaraan Admiinistrasi Bagian Anggaran.

~® 00

Pasal 41

Ragian Anggaran terdiri dari :

a. Sub Bagian Analisis Anggaran Rutin ;

b. Sub Bagian Analisa Anggaran Pembangunan |

c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi. )("’



—— -

(1)

(2)

Pasal 42

Sub Bagian Analisa Anggaran Rutin mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis
serta menganalisis pelaksanaan anggaran rutin ;

Sub Bagian Analisis Anggaran Pembangunan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan
petunjuk teknis serta menganalisis pelaksanaan anggaran pembangunan ;

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan menganalisis bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pedoman dan
petunjuk teknis monitoring dan evaluasi anggaran rutin dan pembangunan.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok  Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah sesuai dengan
keahlian bidang masing-masing;

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling
senior;

Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
Kerja,

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 44

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal

baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesu
dengan tugas pokoknya.

¥



Pasal 46

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dae;rah
wajib  mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bag pelaksanaan tugas cawahannya _

(2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentgatl
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi iain di lingkungan
Sekretariat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan iaporan lebih
laniut untuk memberikan petunjul-petunjuk kepada bawahannya.

" Pasal 47

Asisten, Kepala Bagian dan Ketua Kelompo"’k Jabatan  Fungsional
menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Kepala
Bagian Umum menyusun laporan berkala Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

(1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Sekretariat Daerah disusun
berdasarkan hasil analisis jabatan dan  ditetapkan dengan Keputusan
Walikota;

(2) Formasi dan peryaratan jabatan pada Sekretaris Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan perawran Perundang-
undangan yang beriaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasai 49

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuzj
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 5



Pasal 50

Hal-hai lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 51

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Salatiga

. 2) Db
ASALATIGA KSZ

,7 TOTOK MINTARTO K '

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal «(( Oi/lb /é“( r 200/

SEKRETARIS DAERAH KQTA SALATIGA,%

)
BB

SOEDARMADJI éf

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 006/ NOMOR 35



3

\\ N Y M AT Y AN < o V 5 | Mmﬂﬂaqgﬂ ok s
m ¢ 4
[LVIVS V. % uByRUBLIdJ ISETUNWONI[ | euesye[eje | 1eNeIeAsey *
_K uenduiazag ueiodejog - uedueq IS uoN ueejoppSudd [ uep ipueg ] uep isesuedi) 7] ugedeproquiog [
1seny L ueeseplquag | uep 1senfeAy ueueyedy Seg qng Seg qng Seg qng Seg qng
Suuoyy Beg qng Beg qng 8eg qng
Seg qn
~— ‘upyeuEIag S wnyny uenueg ueyRm[aY uep
UeyIpIpuaq uerepuaduagy | | eyespeutg | | ueejoaBuag uep ed8ue] yeumy | | uep Isejuawnyoq [ "0a) UeyRULDUD ||
uwunBueqUISg b gk & Beg qng eg qng Beg qng Beg qng Seg qng Beg qng
ueressuy L Begq qng
ssipuy Beg qng
uBRUBSYR[3] yesoe( ISESIUTWpPY ueSuepun
unny ueredduy || ueeLIyelosay isenswwpy [T ISyNpolg & uep vle(q o eyes() eje ], B -Suepuniag & yens wouoyy [
sistewy Beg qng Beg qng Bug qng 3eq qng 8eg qng Seq qng ueInjeId Seg qng Beg qng
NVYNNONVEAHd HV¥3va
g NVITVANAONAd NVVAVIEN
NVIVDONY TVISOS VNIE NVA SYVTd NVINONONTNAd NVVIOTIONAd WOAN VIVINO NVA WNNNH NVHVINI¥EINAd
NVIOVYH NVIOVH wav ove’ "NVIOvVE NVIOVd NVIOVE NVIOVE VLIVL NVIOVE
|
NVYNNONVENId ISVILSININGV NV
NV INONOM3 N3 LSISV VIVid VLVL NALSISV
TVNOISONNA
NVLVYV(
A0dNOTIA

1Y gw\‘t

HVY3avd
SRIV1ayA3S

]

VLOATIVM TIIVM

VLOAT'IVM ‘

VOILVTIVS VLOM HVYH3VA LYIMVLIIYNIS ISVSINVOHO ¥NIMNYLS NVOVS

A
D, hr

edne m B10YI[eA) uBsMIndoy

[e35ue ]
IowoN
uesidwe|




